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Publikasi ini mengetengahkan kebijakan JICA secara
umum serta tinjauan mengenai aksi nyata dan pengalaman
dalam melakukan kemitraan untuk mempromosikan
Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Harapan
saya, dengan berbagi pengetahuan melalui publikasi ini,
JICA dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang KSS Indonesia sebagai negara
berpendapatan menengah yang baru. Disamping itu,
semoga publikasi ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak-
pihak yang tertarik dalam bidang KSS sehingga dapat
mendorong inisiatif baru dalam menyusun langkah nyata
dan inovatif untuk meningkatkan peran aktif Indonesia
dalam membangun kemitraan pembangunan bersama
dan turut serta dalam menciptakan perdamaian dan
kemakmuran dunia.

Paska krisis global dan era dunia dengan kekuatan multi-
polar akhir-akhir ini, masyarakat internasional telah
menganggap Konsep KSS sebagai salah satu pendekatan
yang efektif dan prospektif untuk pembangunan. JICA
juga mendukung pernyataan tersebut, karena KSS dapat
memberikan kontribusi bagi perkembangan global yang
didasarkan pada dua implikasi dasar. Pertama, kerjasama
tersebut dapat dijadikan sebagai pelengkap Kerjasama
Utara-Selatan (kerjasama antara negara maju dan negara
berkembang) dalam mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan dunia. Kedua, memberikan suatu
kesempatan bagi negara-negara mitra pembangunan baru
untuk meningkatkan kapasitasnya dan secara bertahap
mengubah perannya menjadi penyedia bantuan.

Dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknik di
berbagai sektor pembangunan yang telah terakumulasi
lebih dari 50 tahun hasil kerjasama Jepang-Indonesia,
sejak tahun 1980-an selama 30 tahun JICA telah
mempromosikan KSS melalui berbagai pelatihan di
Indonesia dan pengiriman para tenaga ahli Indonesia ke
berbagai negara berkembang. Sebagai salah satu
dampaknya, saat ini kegiatan KSS telah mendorong
terwujudnya sejumlah pusat dan lembaga Indonesia yang
kompeten dengan sumber daya yang memiliki kapasitas
dalam menangani kegiatan KSS.
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Sekapur Sirin
Kepala Perwakilan

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi
yang dicapainya, Indonesia telah dikategorikan sebagai
negara berpendapatan menengah dan telah menjadi
anggota G-20. Ditambah dengan kematangan dalam
proses demokrasi dan pencapaian stabilitas naslonal,
Indonesia telah diakui secara internasional sebagai
salah satu negara yang prospektif sebagai mitra
pembangun baru dan berpeluang untuk berkiprah secara
aktif di kancah internasional. Pencapaian ini perlu
dipertimbangkan pula sebagai sinyal bagi Indonesia
dalam proses transisinya menuju kategori negara yang
tidak layak lagi menerima bantuan ODA dalam waktu
dekat. Dengan demikian, saat ini merupakan momentum
yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan transformasi
sehingga melalui program KSS, Indonesia dapat
berperan dan memberikan kontribusinya bagi
pembangunan internasional.

Untuk mendukung proses transformasi tersebut, sejak
tahun 2009 JICA telah secara aktif memberikan
fasilitasinya terhadap inisiatif Indonesia dalam
perumusan kebijakan dan strategi nasional, serta
penguatan mekanisme kelembagaan yang terkait dengan
KSS dalam kerangka "Komitmen Jakarta" sebagai upaya
bersama untuk meningkatkan peran bantuan luar negeri
dalam mewujudkan efektivitas pembangunan. Seiring
dengan fasilitasi terhadap kebijakan yang diberikan
JICA juga akan terus berusaha untuk berbagi
pengalaman dan memberikan dukungannya dalam
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
kualitas pengelolaan operasional pelaksanaan program
sehingga dapat menciptakan efektivitas Program
Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, diketahui bersama
bahwa Indonesia telah membuat kemajuan yang
mengagumkan dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Untuk
itu JICA memiliki hasrat untuk terus mendukung inisiatif
Indonesia melalui pendekatan-pendekatan yang inovatif
bagi pembangunan di tingkat global.

Motofumi KOHARA
Kepala Perwakilan, JICA Indonesia
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Ker] asama Selatan-Selatan JICA
"Kerjasama saling menguntungkan,
yang bertujuan untuk mendorong
kemandirian pembangunan, dan
turut serta menciptakan hubungan
yang lebih erat antar negara
berkembang melalui kerjasama
teknik dan ekonomi.”

Kerjasama
Selatan-Selatan

KOO

Definisi dari Perspektif JICA

Japan International Cooperation Agency (JICA) mendefinisikan KSS sebagai
"Kerjasama saling menguntungkan, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian
pembangunan, dan turut serta menciptakan hubungan yang lebih erat antara
negara berkembang melalui kerjasama teknik dan ekonomi.”

Kerjasama JICA untuk KSS diartikan sebagai Kerjasama Triangular, dimana
Jepang mendukung kerjasama antara dua "Negara Selatan," sebuah istilah
(tradisional) yang digunakan untuk menyebutkan negara berkembang dan kurang
berkembang yang umumnya berada di belahan dunia bagian selatan.

Kerjasama Tradisional Kerjasama Selatan - Selatan

Utara - Selatan

Negara-Negara Maju

& Kerjasama Triangular

Negara-Negara Maju
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Negara-Negara Berkembang
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Negara-Negara Berkembang

Kerjasama Selatan-Selatan JICA
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Kapan dan Bagaimana KSS

Dimulai?

Gagasan Bermula di Indonesia

KSS pada hakekatnya bermula atas inisiatif Indonesia.
Pada tahun 1955, "Konferensi Asia Afrika" - juga dikenal
dengan "Konferensi Bandung" - telah membuahkan sebuah
prinsip dasar dan gagasan pemikiran mengenai istilah
"Selatan" untuk sebutan negara-negara berkembang, dan
"Utara" untuk sebutan negara-negara maju. Konferensi
tersebut juga mempromosikan pentingnya kerjasama yang
saling menguntungkan antara Negara Selatan. Pada 1960-
an, semangat dari
Konferensi tersebut
dilanjutkan oleh dua
organisasi antar-
pemerintah, yaitu Gerakan
Non-Blok (NAM) dan
Kelompok 77 (G-77), yang
salah satu wujud nyatanya
adalah pembentukan
Pusat Kerjasama Teknik
Selatan-Selatan - Gerakan
Non Blok (NAM-CSSTC)
di Jakarta.

BAPA (Rencana
Aksi Buenos Aires)

Pada tahun 1978, "Rencana Aksi Buenos Aires" (BAPA)
diadopsi oleh suatu konferensi internasional Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). BAPA secara spesifik memberikan
mandat kepada negara-negara anggotanya untuk
mendukung KSS, sehingga kesepakatan internasional
tersebut dianggap sebagai titik awal gerakan KSS.
Berdasarkan resolusi ini, sejak tahun 1980-an, berbagai
proyek KSS mulai dilaksanakan.

Periode Awal Pelaksanaan KSS Indonesia

Pemerintah Indonesia memulai KSS sejak awal 1980-an
di bawah koordinasi Komite Koordinasi Kerjasama Teknik
Internasional (CCITC) dimana Biro Kerjasama Teknik Luar
Negeri, Sekretariat Kabinet (saat ini dialihkan ke Sekretariat
Negara (SETNEG)) ditugaskan sebagai sekretariat (focal
point).

Proyek KSS yang paling terkenal adalah "Proyek Magang
untuk Pengembangbiakan Benih Padi." Proyek tersebut
mendukung pengembangbiakan benih padi di Tanzania
dan Gambia pada tahun 1990-an. Proyek tersebut terkenal
akan desain proyeknya yang jelas; para petani dari negara
di Afrika datang ke Indonesia dan bekerja dengan keluarga
petani Indonesia, di mana mereka mempelajari berbagai
teknik penanaman padi melalui kegiatan magang (OJT).
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Sekembalinya mereka ke negara masing-masing, para
tenaga ahli Indonesia dikirim ke setiap negara terkait
untuk memberikan arahan mengenai penerapan
pengetahuan yang didapatkan di lapangan.

Inisiatif Baru KSS

Deklarasi Paris tentang Efektifitas Bantuan" pada tahun
2005 dan "Agenda untuk Aksi Accra (AAA)" pada tahun
2008 telah menambahkan sebuah momentum baru bagi
KSS. Berdasarkan inisiatif Organisasi Kerjasama
Ekonomi dan Pembangunan (OECD), masyarakat
internasional mendukung diterapkannya AAA dan
Deklarasi Paris. KSS pun dianggap sebagai sarana
dukungan baru untuk menanggapi isu efektifitas
bantuan; efektifitas dalam pengertian mencapai
pembangunan ekonomi dan manusia (atau berbagai
target pembangunan) melalui bantuan pembangunan.

G-20 juga telah menciptakan motivasi yang kuat bagi
Indonesia untuk membuat keputusan dalam mendukung
KSS. G-20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai forum
bagi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral
dari berbagai ekonomi besar dunia untuk membahas
berbagai isu penting dalam ekonomi global. Indonesia,
sebagai salah satu anggota G-20, merasakan tanggung
jawab yang besar dalam memberikan sumbangsih
terhadap ekonomi global sebagai perwakilan negara
berkembang.

Sebagai tanggapan terhadap berbagai situasi tersebut,
pada tahun 2009 yang lalu Indonesia telah
menandatangani "Komitmen Jakarta" bersama dengan
para mitra pembangunannya (berbagai negara dan
lembaga donor), di mana Indonesia menyatakan
komitmennya untuk meningkatkan efektifitas bantuan
dengan menyelaraskan bantuan luar negeri dengan
prioritas pembangunan nasional Indonesia. Sebagai
sarana untuk mewujudkan komitmen dan juga untuk
memastikan bahwa institusi Pemerintah Indonesia
memiliki kapasitas untuk mengambil kepemilikan penuh
serta dapat memimpin koordinasi bantuan dan proses
pengelolaan bantuan, sehingga mendorong terbentuknya
A4DES (Sekretariat Bantuan untuk Efektivitas
Pembangunan).

Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA ,
Wakil Menteri, Kementerian Negara
embangunan Nasional /
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Koordinasi KSS

Dari sudut pandang JICA, saat ini koordinasi untuk pelaksanaan KSS di Indonesia masih tersebar di berbagai institusi.
Kondisi ini perlu mendapat perhatian secara seksama mengingat volume bantuan yang terus meningkat. SETNEG
menangani Kerjasama Teknik Triangular, yaitu kerjasama dengan negara-negara maju dalam melakukan program
bersama bagi negara-negara berkembang lainnya. Sementara, Kementerian Luar Negeri (KEMLU) bertanggung jawab
untuk KSS bilateral di mana umumnya sumber pendanaannya dari Indonesia. Terakhir, KENB (Kerjasama Ekonomi
antara Negara-Negara Berkembang) ditangani oleh Kementerian Perdagangan (KEMENDAG), Kementerian Perindustrian
(KEMENPERIN), dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

Meskipun sejak tahun 1980-an Komite Koordinasi (CCITC) telah ditetapkan untuk menangani keseluruhan koordinasi
KSS di Indonesia, namun akhir-akhir ini fungsinya menjadi sangat terbatas. Sebagai tanggapan terhadap fungsi
koordinasi tersebut, pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia melalui A4DES telah membentuk Tim Koordinasi Nasional
untuk KSS yang berperan untuk memberikan arahan dalam perumusan pengembangan kebijakan KSS; dan untuk
mengkoordinasikan upaya-upaya serta memfasilitasi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan KSS.

KTNB dan KENB

Dari sudut pandang negara pemberi bantuan, mengintegrasikan aspek kerjasama teknik (KTNB) dan aspek kerjasama
ekonomi (KENB) merupakan suatu tantangan yang tidak mudah. KTNB adalah aspek kerjasama teknik dari KSS,
dalam bentuk berbagai pelatihan, tenaga ahli, seminar; sedangkan bidang yang dikerjakan oleh KENB menyangkut
kerjasama ekonomi, di mana perdagangan dan investasi adalah agenda utamanya. Ketika negara pemberi bantuan
mempertimbangkan kedua aspek tersebut, dalam konteks untuk menjaga kepentingan nasional, keduanya harus
ditangani secara terkoordinasi. Koordinasi sangat penting karena, dalam kenyataannya, kedua bidang tersebut saling
berhubungan dan sering tumpang tindih satu sama lain. Untuk itu diharapkan bahwa kedua bidang tersebut dapat
ditata kembali dan dikoordinasikan dengan baik demi keberhasilan pelaksanaan KSS di masa depan.
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